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Hasil Wawancara 

 

Indri (Kasubag komunikasi Informasi Publik) 

1. Bagaimana cara kementeriaan PU dalam menyampaikan kebijakan atau informasi 

kepada publik? Baik itu public internal maupun eksternal? 

Kalau internal, biasanya kita membuat majalah 2 minggu sekali untuk seluruh 

bagian di kementeriaan PU agar karyawan dapat mengetahui perkembangan 

yang ada di kementeriaan PU. Kalau eksternal, kita selalu membuat kegiatan 

sosialisasi, tujuaanya agar teman-teman yang ada di balai dan kepala badan di 

setiap daerah dapat memahami secara jelas. 

2. Apakah dalam kegiatan sosialisasi akan melibatkan atau mengundang masyarakat? 

Oh tidak, sosilasasi ini targetnya hanyalah untuk pegawai yang ada di 

kementeriaan PU dan balai-balai dan kepala Badan PU yang ada di kota-kota 

besar. 

 Kenapa tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tersebut? 

Padahal dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008, sebuah lembaga harus 

terbuka kepada publik? 

Iyaa benar, sebuah lembaga harus terbuka kepada masyarakat, tapi 

dalam hal kegiatan sosialisasi kita hanya menyampaikan informasi atau 

kebijakan hanya kepada kepala badan dan kepala balai PU, nanti tugas 

mereka lah yang menyampaikan hal tersebut atau kebijakan yang baru, 

contoh, kasus di pu sering sekali terjadi masalah pembebasan tanah, kan 



dalam pembangunan pasti ada namanya sengketa tanah, naah disinilah 

peran sosialisasi tersebut, setiap balai-balai atau kepala badan pu akan 

mengerti cara mengatasi kasus sengketa tersebut, mekanismenya itu 

seperti apa, sehingga bisa dilaksanakan sesuai prosedur. Kepala balai 

dan kepala badanlah yang bertugas melanjutkan menyampaiakan 

kebijakan kementeriaan pekerjaan umum kepada masyarakat. 

3. Bagaimana proses kegiatan sosialisasi? 

Pertama kita akan membuat peraturan menteri dulu secara matang, itu yang 

membuat peraturan dari biro hukum, contohnya ketika undang-undang nomor 

14 tahun 2008 di sahkan  oleh bapak Presiden RI, kita akan membuat peraturan 

menteri, dimana peraturan menteri ini mempertegas dan memperjelas undang-

undang nomor 14 ini, ketika peraturan menteri ini di tanda tangan atau 

disahkan oleh bapak menteri, langsunglah kita buat kegiatan sosialisasi 

tersebut. 

4. Diadakan dimana sosialisasi tersebut? 

Waktu itu diadakan di Jakarta, dan mengundang seluruh kepala balai dan 

kepala badan PU. 

5. Selain sosialisasi, cara apalagi yang dilakukan agar publik mengetahui informasi 

seputar kementeriaan PU? 

Majalah PU, website, sosialmedia seperti facebook, twitter, dan instagram, 

Masyarakat juga bisa kok mengetahui informasi melalui website kami, di 

website tersebut ada banyak informasi terbaru seputar anggaran kementeriaan 

PU, target PU setiap tahun, kelimpingan berita, struktur. Masyarakat juga bisa 



kok datang langsung kesini, digedung utama kementeriaan pekerjaan umum 

dilantai dasar, cukup mengisi formulir dan ditulis data apa saja yang diinginkan 

atau yang ingin diketahui. 

6. Informasi apa saja yang diperbolehkan untuk bisa dikonsumsi oleh publik? 

Kita bisa memberikan informasi apa saja mengenai PU, seperti anggaran setiap 

tahunnya, kita selalu kok update masalah anggaran di website, termasuk kita 

selalu update masalah atau keluhan masyarakat yang diadukan kepada kami 

dan sudah di laksanakan atau telah diselesaikan, terus informasi apa lagi yaa, 

mmm banyak sih mas, kita akan memberikan semua informasi asalkan tidak 

bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri PU, karena kita bekerja 

berdasarkan SE tersebut. 

Masnya kalau ingin lebih jelas lagi masalah Undang-Undang nomor 14 tahun 

2008 bisa langsung ke biro hukum, soalnya mereka yang lebih mengetahui dasar 

kenapa permen pu di buat. 

7. Satu lagi mba, yang mengadakan sosialisasi apakah tugas bagian humas PU mba? 

Oh engga mas, engga semuanya, karena setiap biro atau bagian mempunyai 

anggaran untuk kegiatan sosialisasi, paling kita yang membantu mekanismenya 

mas. 

 

Aditia (Staff Biro Hukum dan Komunikasi Publik) 

1. Kenapa Kementeriaan Pekerjaan Umum membuat Peraturan Menteri (Permen), 

padahal Pemerintah Sudah membuat Undang-undangnya tentang keterbukaan 

Publik? 



Pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 untuk 

mewujudkan ha katas informasi, Kementeriaan PU sebagai Badan Publik 

kan mas, yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum, 

wajib menerapkan keterbukaan informasi public guna mewujudkan good 

government, sebagai upaya menerapkan UU KIP fan peraturan 

pelaksanaanya, serta untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang 

efektif dan efisien maka ditetapkan lah SE Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 

dan Pelayanan Publik Kementeriaan Pekerjaan Umum 

2. Informasi apa saja yang tidak diperbolehkan dikonsumsi Publik? 

Yang dapat merugikan Negara itu pasti mas, dan informasi yang dapat 

merusak pertahanan Negara. 

3. Apakah Undang-Undang ini sudah berjalan efektif? 

Sebenarnya sudah efektif dengan adanya SE tersebut, da nada beberapa 

program agar masyrakat dapat mengetahui informasi tentang kementeriaan 

PU melalui kegiatan sosialisasi, dan TNDE 

4. Kenapa publik wajib mengetahui informasi? Apa dasarnya? 

Iya mas public wajib mengetahui, karena kita ini badan lembaga publik 

yang berdiri Karena kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat wajib 

mengetahui semua informasi yang ada. 


